BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

1. Hubungan diplomatik ditinjau dari konvensi Wina 1961diatur dalam pasal
29 mengatur tentang Orang agen diplomatik tidak dapat diganggu gugat
(inviolabel). la tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam bentuk apapun
dari penahanan atau penangkapan.Kewenangan yang dimiliki oleh perwakilan
konsuler berbeda dengan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan tidak
bersifat mewakili negaranya karena perwakilan konsuler biasanya ditempatkan di
kota-kota perdagangan ataupun kota-kota pelabuhan pada negara penerima Tugas
perwakilan konsuler adalah menciptakan itikad baik atau pengertian bersama dan
meningkatkan kerja sama internasional antar pemerintah dan rakyat dari kedua

negara, Negara penerima harus memperlakukannya dengan hormat dan
harus mengambil semua langkah yang tepat untuk mencegah setiap
serangan terhadap badannya, kebebasannya atau martabatnya, Namun
dalam prakteknya tidak sesuai dengan konvensi.

2. Hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia pada dasarnya
berjalan dengan baik sebagaimana hubungan bilateral Indonesia dengan
negara yang lainnya. Namun, pada beberapa waktu hubungan bilateral
antara Indonesia dengan Australia juga sempat mengalami goncangan
dalam kasus Balinine, Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu
keharmonisan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Australia.

1. Saran
Berdasarkan uraian yang terdapat pada seebelumnya maka dapat di berikan

salam sebagai berikut :
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1. Semakin meningkatkan pelanggaran sanksi tegas dan penerapan yang adil
dalam Kewenangan yang dimiliki oleh perwakilan konsuler berbeda dengan
yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik, dan tidak bersifat mewakili negaranya
karena perwakilan konsuler biasanya ditempatkan di kota-kota perdagangan
ataupun kota-kota pelabuhan pada negara penerima Tugas perwakilan konsuler

2. Dalam memperbaiki sanksi pidana mati ini sebaiknya sebagai efek jera
yang di tunjukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagai rem
darurat sebagai dalam mempertimbangkan faktor kejiwaan pelaku

terpidana narkoba .
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